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WALIKOTA BEKASI,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Walikota
Bekasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014, maka
perlu menjadi acuan dan pedoman untuk pelaksanaan
pembangunan kota;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana
Kerja (Renja) untuk mencapai visi dan misi SKPD yang
mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD);

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4915);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi  Kewenangan Pemerintah  Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 seri E);
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Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2008 Nomor 4 seri E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4
seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6
Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012
Nomor 8 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008
tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Beksi Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 8
Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008
tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);



Memperhatikan :

Menetapkan

24.

25.

1.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013

tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4
Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 11 Seri E).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Berita Acara Pembahasan Rencana Kerja (Renja)
Nomor 050/1894-BA.Renja/Bappedas/X1/2013 Tanggal
22 November 2013.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2014.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

»

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
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Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan ini.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya Yyang akan
dilaksanakan uuntuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
Pusat/Daerah ntuk mencapai tujuan.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran
dan barang daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan
daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun
2013-2018 selanjutnya disingkat RPIJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program Walikota dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD
dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja
SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan
dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi
yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran
sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.



17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.

BAB 11
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 2

Sistematika penyusunan Renja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

terdiri dari :

a. BAB | : Pendahuluan;

b. BAB Il : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
c. BAB Il : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;

d. BAB IV : Penutup.

BAB 111
TUJUAN DAN FUNGSI RENJA SKPD
Pasal 3

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

a.

landasan operasional penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2014
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Bekasi Tahun 2014;

. penjabaran dari Renstra SKPD yang membuat rancangan Kerja

Tahun 2014 serta evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya; dan
menyusun strategi rencana pencapaian indikator kinerja pembangunan
SKPD Kota Bekasi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 4

SKPD menelaah pemanfaatan dan kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD
Tahun 2014.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 57 SERI E



